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Mengingat 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR ] TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Nomor l); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 
2022 Nomor 19); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 
TAHUN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang dikhususkan bagi 
Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 
2022. 
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6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran 
dari RPD. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, 
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya 
disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang 
berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta 
pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku 
kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2024 merupakan: 
a. Dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 

2024, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember 2024. 

b. Penjabaran dari RPO yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana 
kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah Daerah rnaupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi rnasyarakat 
rnelalui Musrenbang. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2024 dirnaksudkan sebagai: 
a. sebagai pedornan perurnusan rancangan ahir renja 

PD; dan 
b. Pedoman penyusunan rancangan KUA APBD Tahun 

2024 serta rancangan PPAS. 
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(2) Tujuan penetapan RKPD Tahun 2024 adalah untuk: 
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; 
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

pembangunan; 
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, 
pengendalian dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia 
usaha;dan 

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, 
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BABIV 
SITEMATIKA 

Pasa1 4 

(1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 
a. BAB I : Pendahuluan 
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

pelaksanaan, 

c. BAB III 
d. BAB IV 

e. BAB V 
f. BAB VI 
g. BAB VII 

: Kerangka Ekonomi Daerah 
: Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah 
: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
: Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah 
: Penutup 

(2) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasa1 5 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pengendalian 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Ditetapkan di Lolak 
pada tanggal 7 Jl; 2023 [ 

Pj. BUPATI BOLAA G MONGONDOW, I 

/ 

LIM! MO ODOMPIT 

Diundangkan di Lolak 
pada te ial ) JI; 2023 

ERAH 
LAANG MONGONDOW, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 

NOMOR.2[ 

1 Kepala Badan t 

2 Kabag Hukum 
7I 

3 Sekretaris Daerah ; 


